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AGUNG HIDAYAT (B111 11 324), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Remaja Sebagai Residivis Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 
2012-2014) dibimbing oleh Slamet Sampurno selaku pembimbig satu 
dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing dua. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor-faktor apa saja 
yang menyebabkan remaja melakukan pengulangan (residivis) di kota 
makassar. 2) apa dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan 
pihak penegak hukum dalam hal ini POLRESTABES Makassar dan 
LAPAS 1 A Makassar agar remaja tidak melakukan kejahatan khususnya 
melakukan pengulangan kejahatan. 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, adapun yang menjadi 
tempat pengambilan data terkait penelitian ini adalah di POLRESTABES 
Makassar dan di LAPAS Kelas 1 A Makassar. Penelitian ini menggunakan 
metode wawancara terbuka terhadap aparat kepolisian di POLRESTABES 
Makassar,pelaku dan Pembina lembaga kemasyarakatan. Selain itu 
penulis juga menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu 
melihat data-data yang ada di arsip POLRESTABES Makassar dan 
LAPAS Kelas 1 A Makassar. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, maka penulis 
berkesimpulan antara lain: 1) faktor penyebab anak menjadi residivis yang 
peratama faktor ekonomi (kemiskinan), kedua lingkungan tempat 
bersosialisasi, yang ketiga adalah rendahnya pendidikan, dan yang 
keempat adalah kesadaran hukum yang masi kurang. 2) Adapun upaya-
upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum khususnya 
kepolisian dalam hal ini adalah POLRESTABES Makassar adalah upaya 
Pre-Emtif (upaya pecegahan untuk pertamakali), upaya Represif (upaya 
pemulihan,pengobatan), upaya Preventif (pencegahan), selain kepolisian 
LAPAS juga berperang penting dalam upaya penanggulangan kejahatan 
yang dilakukan oleh remaja. upaya pembinaan yang dilakukan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dalam bentuk pendidikan karakter, 
pendekatan kepada nilai-nilai agama dan pelatihan keterampilan agar 
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A. Latar Belakang Masalah 
Masa remaja adalah masa yang banyak sekali terjadi hal-hal yang 
sangat kompleks, salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang 
menjurus pada perbuatan pidana. Masa remaja merupakan masa  
mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk 
menentukan sendiri siapa diri mereka sesungguhnya. Dalam suasana 
seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan 
menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, 
termasuk dari orang tua mereka sendiri. 
Pada masa remaja inilah, para remaja sering sekali melakukan 
perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjurus pada perbuatan 
melawan hukum dan merugikan pihak lain seperti perkelahian, pencurian, 
minum-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.Perbuatan tersebut 
menyebabkan mereka berurusan dengan pihak penegak hukum untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Kejahatan yang dilakukan oleh remaja perlu mendapatkan 
perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh 
masyarakat, mengingat bahwa perbuatan ini sangat merugikan orang lain. 
Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa manusia, jika dalam keadaan 
sedang marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada remaja dimana 
mereka belum dapat mengontrol emosi dengan baik, pemikiran mereka 
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lebih labil dari pada orang dewasa.Oleh karena itu para kriminolog 
berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk 
dihilangkan.Hal yang dapat dilakukan adalah menekan laju kejahatan itu 
sendiri dengan melibatkan masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. 
Berbagai upaya dilakukan oleh para penegak hukum untuk 
mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan yang 
dilakukan oleh remaja.Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh remaja 
terjadi disekitar kita dapat bahkan ada beberapa remaja yang sudah 
keluar masuk penjara, sehingga cukup menghawatirkan jika remaja yang 
menjadi pelaku kejahatan. Contoh kasus yang terjadi di Majene Sulawesi 
Barat  remaja yang menjadi residivis yaitu firdaus dengan kasus pencurian 
laptop dan ponsel berhasil ditangkap oleh kepolisian resos Majene. Kasat 
Reskrim Polres Majene AKP Jubaedi mengatakan, Firdaus adalah salah 
seorang residivis yang sudah empat kali melakukan pencurian sejak 
keluar dari rutan (di kutip dari www.makassarterkini.com, tanggal 13 
januari 2015).Memang menjadi suatu dilema karena pada dasarnya 
kejahatan merupakan dunia tersendiri dan memiliki berbagai persoalan, 
seperti permasalahan tingkat pendidikan, psikologi dan terutama 
persoalan hukum. Terjadinya ketidakseimbangan antara jasmani dan 
rohani akan mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan moral 
yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran 
dan kejahatan. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 
merupakan salah satu penyimpangan perilaku yang cukup 
mengkhawatirkan.Penyelidikan terhadap perilaku masalah kejahatan tidak 
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pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog.Hal ini menandahkan 
bahwa kejahatan merupakan satu masalah dalam kehidupan manusia 
yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Sejarah telah membuktikan bahwa 
untuk menghilangkan kejahatan sama sekali adalah mustahil. 
Harus disadari bahwa remaja merupakan generasi muda penerus 
cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat 
penting bagii kelangsungan hidup suatu bangsa.Sehingga agar remaja 
dapat berkembang secara baik, diperlukan kepedulian baik dari orang tua, 
masyarakat, maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan, 
pendidikan, dan perhatian. 
Melihat semakin banyaknya masalah yang dilakukan oleh remaja 
khususnya di kota Makassar yang perlu diperhatikan khusus di kalangan 
penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun 
instansi terkait, agar berusaha dengan segala daya kemampuannya yang 
dimiliki untuk menanggulangi atau mencegah kejahatan yang dilakukan 
oleh remaja. 
Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka peneliti berinisiatif 
untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam tugas akhir (Skripsi) 
dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Remaja Sebagai Residivis”  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu : 
1. Apakah faktor-faktor penyebab remaja di Kota Makassar 
mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya? 
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2. Apakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak 
hukum di Kota Makassar untuk menanggulangi residivis 
remaja? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab remaja di Kota Makassar 
mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 
penegak hukum di Kota Makassar untuk menanggulangi 
residivis remaja 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoritis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan 
kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang 
berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum 
pidana pada khususnya. 
b. Kegunaan Praktis  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan 
kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum 





A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi  
1. Definisi Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang 
sajak tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu pengetahuan sosiologi, 
antropologi dan psikologi serta cabang-cabang ilmu yang mempelajari 
gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.Kriminologi sendiri adalah 
ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi 
yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis 
Prancis, secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan 
atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. (Topo 
santoso dan Eva Achjani Zulfa 2012:9) 
Pengertian secara harafiah tersebut, bila diartikan hanya secara 
sempit, bisa saja memberi pemahaman bahwa kriminologi hanyalah 
tentang kejahatan saja.Oleh karena itu diperlukan lebih banyak lagi 
pemahaman-pemahaman yang dapat menjelaskan tentang kriminologi. 
Pengertian-pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana 
mengenai kriminologi antara lain yaitu: (A.S. Alam dan Amir Ilyas 2010:1-
2). 
1. Edwin H. Sutherland :Criminology is the body of knowledge      
regarding delinquency and crime as social phenomena 
(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial ). 
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2. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
3. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-
musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
4. WME. Noach : Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 
 
2. Pembagian Kriminologi  
Kriminologi dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu : 
a. Kriminologi Teoritis  
Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam 5 cabang 
pengetahuan.Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya 
mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 
1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, 
Misalnya: menurut Lombrosso ciri seorang penjahat 
diantaranya: tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang 
pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya. 
2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk dalam kategori 
sosiologi kriminal adalah : 
a) Etiologi sosial, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab 
timbulnya suatu kejahatan. 
b) Geografis, ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik 
antara letak suatu daerah dengan kejahatan. 
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c) Klimatologis, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 
antara cuaca dan kejahatan. 
3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan 
ini adalah : 
a) Tipologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-
golongan penjahat. 
b) Psikologi sosial kriminal, ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari segi ilmu sosial. 
4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang penjahat yang sakit/gila. Misalnya 
mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah 
sakit jiwa, seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. 
5) Penelogi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. 
b. Kriminologis Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa 
kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan 
(applied criminology). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah : 
1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya 
meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and 
counceling) penyediaan sarana oleh raga, dan lainnya. 
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2) Politik Kriminal, ilmu yang mempelajari tentang caranya 
menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia 
dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan 
kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-
adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian. Sedangkan 
untuk memperoleh semuanya itu diperlukan penyidikan tentang 
teknik si penjahat melakukan kejahatan. 
3) Kriminalistik (police scientific), ilmu tentang penyelidikan teknik 
kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.  
 
B. Tinjauan Tentang Remaja 
1. Pengertian Remaja 
Apabila diperhatikan, perkembangan manusia sejak masih berada 
dalam kandungan sampai dengan masa kelahiran terlihat selalu 
mengalami perubahan. Bila dilihat dari perubahan fisik, biasanya 
perubahan tersebut hampir sama antara satu dengan lainnya. Seolah-olah 
ada batas-batas perubahan yang sama antara satu dengan yang lainnya, 
selama proses perkembangan berjalan. Tetapi ketika manusia memasuki 
masa remaja, perkembangan antara pria dengan wanita terlihat 
perbedaan karena kodratnya.Hal ini disebabkan mulai bekerjanya kelenjar 
kelamin pada setiap remaja.Masa remaja merupakan masa yang banyak 
menarik perhatian karena sifat-sifat khas dan perannya yang menentukan 
dalam kehidupan dan lingkungan orang dewasa. (Singgih D. Gunarsa dan 
Yulia D. Gunarsa, 2004: 16) 
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 Menanggapi hal tersebut, berdasarkan beberapa peraturan hukum 
Indonesia, maka batasan-batasan mengenai kedewasaan seseorang 
adalah: 
a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk remaja yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 
ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ). 
b. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 
dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu menikah. Apabila 
perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh 
satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan 
belum dewasa (Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ). 
c. Syarat usia memperoleh Surat Izin Mengemudi, 17 tahun untuk A, 
Sim C dan SIM D, 20 tahun untuk SIM B I, dan 21 tahun untuk SIM 
B II (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). 
 Setelah mengamati beberapa batasan usia berdasarkan 
peraturanperaturan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
secara hukum seseorang telah benar-benar dewasa pada saat berumur di 
atas dua puluh satu tahun atau telah terlebih dahulu menikah, jadi masa 
remaja itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai masa pada saat 
seseorang berumur sebelum dua puluh satu tahun atau tidak terlebih 
dahulu menikah. 
 Dalam ilmu psikologi terdapat enam tahap perkembangan moral, 
yang kemudian terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu (Singgih D. Gunarsa 
dan Yulia D. Gunarsa, 2004: 18-19) : 
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a. Tahap Pra-Konvensional 
1) Tahap pertama (umur 0-7 tahun)  
Orientasi pada hukuman dan kepatuhan, ketaatan Hukuman 
fisik terhadap suatu perbuatan dipakai anak untuk menentukan 
apakah suatu perbuatan baik atau buruk. Perbuatan baik oleh 
anak dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang tidak akan 
mengakibatkan hukuman baginya. Pada tahap ini, menghindari 
hukuman dan kepatuhan terhadap otoritas yang berkuasa akan 
dinilai positif oleh anak. 
2) Tahap kedua (sekitar 10 tahun) 
Orientasi instrumental yang relative.Remaja hanya mengharap, 
mencari hadiah yang nyata.Perbuatan yang benar merupakan 
perbuatan yang hanya memuaskan kebutuhannya. Hubungan 
timbal balik sangat ditekankan, saya dipukul, saya akan 
membalas memukul. 
b. Tingkat Konvensional 
1) Tahap ke tiga (sekitar 13 tahun) 
Orientasi penyesuaian antar pribadi.Perbuatan baik adalah 
perbuatan yang disenangi dan diterima baik oleh orang tua, 
guru, teman sebaya, tetangga atau teman sejawat.Tekanan 
diletakkan atas kesesuaian untuk menjadi remaja baik. Takut 
dibicarakan orang lain. Pada tahap ini remaja sudah mencapai 
tingkat kognitif yang lebh tinggi sehingga sudah dapat 
mengambil tempat orang lain, mengerti pandangan orang lain 
dan apa yang dapat menyenangkan orang lain. 
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2) Tahap ke empat (sekitar 16 tahun)  
Orientasi pada hukum dan tata tertib, aturan.Orientasi terhadap 
kegiatan untuk melakukan tugas, kewajiban masing-masing, 
memenuhi peraturan-peraturan tertentu dan mempertahankan 
ketertiban sosial.Doktrin-doktrin politik dan keagamaan lebih 
mudah dimengerti dan diterima. 
c. Tingkat Post-Konvensional 
1) Tahap ke lima (masa dewasa muda)  
Seorang yang berada pada tingkat ini mengambil keputusan-
keputusan berdasarkan apa yang baik dan tepat berdasarkan 
suatu kontrak, perjanjian, baik sosial maupun pribadi. Mereka 
sudah dapat mempertimbangkan dan memperhatikan sudut 
pandang masyarakat pada umumnya.Dalam hal hukum dan 
proses-proses yang mengubahnya, mereka dibimbing oleh 
rasionya. 
2) Tahap ke enam (masa dewasa)  
Orientasi prinsip ethis – universal Moralitas dirumuskan sebagai 
keputusan dari hati nurani (conscience).Prinsip-prinsip etis 
dipilih sendiri berdasarkan konsep abstrak, keadilan dan 
persamaan.Pada tahap ini mereka memperlihatkan suatu sikap 
menghargai terhadap harga diri teman dan pemikiran bahwa 
penghargaan yang timbal balik ini berlaku secara universal. 
Berdasarkan uraian tentang tahap perkembangan moral tersebut, 
maka batasan usia seseorang berdasarkan perkembangan moralnya 
diklasifikasikan dalam tiga tingkatan. Anak-anak berada pada tahap 
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prakonvensional yaitu pada tahap pertama (usia 0-7 tahun) dan tahap 
kedua (pada usia sekitar 10 tahun), sedangkan remaja berada pada tahap 
konvensional sejak usia 13 tahun hingga ia tumbuh dewasa yaitu pada 
tahap postonvensional. 
Andi Mappiare dengan mengutip lengkap Elizabeth B. Hurlock, juga 
menulis tentang adanya sebelas masa rentang kehidupan yaitu 
(Sudarsono, 2004:32) : 
1. Prenatal : Saat konsepsi sampai lahir. 
2. Masa neonatal : Lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir. 
3. Masa bayi : Akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. 
4. Masa kanak-kanak awal : Dua tahun sampai enam tahun. 
5. Masa kanak-kanak akhir : Enam tahun sampai sepuluh atau 
sebelas tahun. 
6. Pubertas pra-adolesen : Sepuluh tahun atau dua belas tahun 
sampai tiga belas tahun. 
7. Masa remaja awal : Tiga belas tahun atau empat belas tahun 
sampe tujuh belas tahun. 
8. Masa remaja akhir : Tujuh belas tahun sampai dua puluh satu 
tahun. 
9. Masa dewasa awal : Dua puluh satu tahun sampai empat puluh 
tahun. 
10. Masa setengah baya : Empat puluh tahun sampai enam puluh 
tahun. 
11. Masa tua : Enam puluh tahun sampai meninggal dunia. 
 
Menurut WHO (World Health Organization), remaja adalah suatu 
masa dimana (Sarlito W Sarwono, 2012: 12): 
1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan 
tandatanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 
kematangan seksual. 
2. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola 
identifikasi dari kremaja-kremaja menjadi dewasa. 
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang 
penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 
 
Dalam kajian psikologi, secara umum untuk masyarakat Indonesia 
batasan usia remaja adalah usia 11-24 tahun dan belum menikah, dengan 
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pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Sarlito W Sarwono, 2012: 
18-19)  : 
1. Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda 
seksuall sekunder mulai tampak (kriteria fisik). 
2. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap 
akil balig, baik menurut adat maupun agama, sehingga 
masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai remaja-
remaja (kriteria sosial). 
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan 
perkembengan jiwa seperti tercapainya identitas diri, 
tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual, dan 
tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral 
(kriteria psikologis). 
4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk 
memberikan peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia 
tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum 
mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara 
adat/tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan 
sebagainya. 
 
Dalam definisi tersebut diatas, status pernikahan sangat 
menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat 
kita pada umumnya. Seorang yang sudah menikah pada usia berapapun 
dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara 
hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu 
definisi remaja disini dibatasi khusus untuk yang belum menikah. 
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Remaja, yang menggantikan UU No. 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan, sekaligus sebagai dasar dalam 
penelitian ini untuk menentukan batasan usia mengklasifikasikan 
seseorang sebagaii remaja yang dalam istilah hukum disebut anak, diatur 
dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 yaitu : 
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“Remaja yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Remaja adalah remaja yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana”. 
 
Berdasarkan hal tersebut maka remaja sebagai objek dalam 
penalitian ini adalah yang berusia mulai 12 - 18 tahun, mengingat bahwa  
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada rentang usia 
tersebut seorang remaja yang melakukan tindak pidana diproses dan 
diadili dalam sistem peradilan pidana remaja. 
2. Pengertian kenakalan Remaja 
Istilah baku perdana untuk kenakalan remaja dalam konsep 
psikologis adalah juvenile deliquency, yang memiliki arti perilaku 
jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan 
gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 
disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu 
mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. 
Juvenile berasal dari bahasa latin “ juvenilis” yang artinya : anak-
anak, anak muda, ciri karateristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada 
periode remaja. Delinquent berasal dari bahasa latin “delinquere” yang 
berarti : terabaikan, mengabaikan ; yang kemudian diperluas artinya 
menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, 
pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-
lain. (Kartini Kartono, 2003 :6) 
Purnianti mendefinisikan kenakalan remaja berdasarkan perspektif 
sosiologis, dalam tiga kategori, yaitu : 
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a. Definisi hukum, menekankan pada tindakan/perlakuan yang 
bertentangan dengan norma yang diklasifikasikan secara 
hukum. 
b. Definisi peranan, dalam hal ini penekanannya pada pelaku, 
remaja yang peranannya diidentifikasikan sebagai kenakalan. 
c. Definisi masyarakat, perilaku ini ditentukan oleh masyarakat. 
(Marlina, 2009 : 40) 
Paham kenakalan remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-
perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum 
tertulis, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP (pidana 
khusus).Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti 
sosial yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat pada umumnya. 
Selanjutnya kenakalan remaja tersebut semakin luas cakupannya 
dan lebih dalam bobot isinya.Kenakalan remaja tersebut meliputi 
perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan dilingkungan 
masyarakat, sekolah maupun keluarga. 
3. Karakteristik Remaja Nakal 
Menurut Kartini Kartono (2003:19), remaja nakal itu mempunyai 
karakteristik umum yang sangat berbeda dengan remaja tidak nakal. 
Perbedaan itu mencakup : 
a. Perbedaan Struktur Intelektual 
Pada umumnya inteligensi mereka tidak berbeda dengan 
inteligensi remaja yang normal, namun jelas terdapat fungsi- 
fungsi kognitif khusus yang berbeda biasanya remaja nakal ini 
mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi 
daripada nilai untuk ketrampilan verbal (tesWechsler). Mereka 
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kurang toleran terhadap hal- hal yang ambigius biasanya 
mereka kurang mampu memperhitungkan tingkah laku orang 
lain bahkan tidak menghargai pribadi lain dan menganggap 
orang lain sebagai cerminan dari diri sendiri. 
b. Perbedaan Fisik dan Psikis 
Remaja yang nakal ini lebih “idiot secara moral” dan memiliki 
perbedaan cirri karakteristik yang jasmaniah sejak lahir jika 
dibandingkan dengan remaja normal.Bentuk tubuh mereka lebih 
kekar, berotot, kuat, dan pada umumnya bersikap lebih agresif. 
Hasil penelitian juga menunjukkan ditemukannya fungsi 
fisiologis dan neurologis yang khas pada remaja nakal ini, yaitu: 
mereka kurang bereaksi terhadap stimulus kesakitan dan 
menunjukkan ketidakmatangan jasmaniah atau anomali 
perkembangan tertentu. 
c. Ciri Karakteristik Individual 
Remaja yang nakal ini mempunyai sifat kepribadian khusus 
yang menyimpang, seperti : 
a. Rata-rata remaja nakal ini hanya berorientasi pada masa 
sekarang, bersenang-senang dan puas pada hari ini tanpa 
memikirkan masa depan. 
b. Kebanyakan dari mereka terganggu secara emosional. 
c. Mereka kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal, 
sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan, 
dan tidak bertanggung jawab  secara sosial. 
d. Mereka senang menceburkan diri dalam kegiatan tanpa 
berpikir yang merangsang rasa kejantanan, walaupun 
mereka menyadari besarnya risiko dan bahaya yang 
terkandung di dalamnya. 
e. Pada umumnya mereka sangat impulsif dan suka tantangan 
dan bahaya. 
f. Hati nurani tidak atau kurang lancar fungsinya. 
g. Kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri sehingga mereka 
menjad liar dan jahat. 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa remaja nakal biasanya 
berbeda dengan remaja yang tidak nakal. Remaja nakal biasanya lebih 
ambivalen terhadap otoritas, percaya diri, pemberontak, mempunyai 
kontrol diri yang kurang, tidak mempunyai orientasi pada masa depan dan 
kurangnya kemasakan sosial, sehingga sulit bagi mereka untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. 
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4. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja 
Menurut Kartini Kartono (2010:49), bentuk-bentuk perilaku 
kenakalan remaja dibagi menjadi empat, yaitu : 
a. Kenakalan terisolir (Delinkuensi terisolir) 
Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal.Pada 
umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal 
mereka didorong oleh faktor-faktor berikut : 
1. Keinginan meniru dan ingin konform dengan gangnya, jadi tidak 
ada motivasi, kecemasan atau konflik batin yang tidak dapat 
diselesaikan. 
2. Mereka kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional 
sifatnya yang memiliki subkultur kriminal. Sejak kecil remaja 
melihat adanya gang-gang kriminal, sampai kemudian dia ikut 
bergabung. Remaja merasa diterima, mendapatkan kedudukan 
hebat, pengakuan dan prestise tertentu. 
3. Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak 
harmonis, dan mengalami banyak frustasi. Sebagai jalan 
keluarnya, remaja memuaskan semua kebutuhan dasarnya di 
tengah lingkungan kriminal. Gang remaja nakal memberikan 
alternatif hidup yang menyenangkan. 
4. Remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali 
mendapatkan supervisi dan latihan kedisiplinan yang teratur, 
sebagai akibatnya dia tidak sanggup menginternalisasikan 
norma hidup normal. Ringkasnya, delinkuen terisolasi itu 
mereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial, mereka 
mencari panutan dan rasa aman dari kelompok gangnya, 
namun pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal ini 
meninggalkan perilaku kriminalnya, paling sedikit 60 % dari 
mereka menghentikan perilakunya pada usia 21-23 tahun. Hal 
ini disebabkan oleh proses pendewasaan dirinya sehingga 
remaja menyadari adanya tanggung jawab sebagai orang 
dewasa yang mulai memasuki peran sosial yang baru. 
 
b. Kenakalan neurotik (Delinkuensi neurotik). 
Pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan 
kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu 
tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya. Ciri - ciri 
perilakunya adalah : 
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1) Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang 
sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif 
menerima norma dan nilai subkultur gang yang kriminal itu saja. 
2) Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin 
yang belum terselesaikan, karena perilaku jahat mereka 
merupakan alat pelepas ketakutan, kecemasan dan 
kebingungan batinnya. 
3) Biasanya remaja ini melakukan kejahatan seorang diri, dan 
mempraktekkan jenis kejahatan tertentu, misalnya suka 
memperkosa kemudian membunuh korbannya, kriminal dan 
sekaligus neurotik. 
4) Remaja nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah, 
namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak 
ketegangan emosional yang parah, dan orangtuanya biasanya 
juga neurotik atau psikotik. 
5) Remaja memiliki ego yang lemah, dan cenderung mengisolir diri 
dari lingkungan. 
6) Motif kejahatannya berbeda-beda. 
7) Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan). 
 
c. Kenakalan psikopatik (Delinkuensi psikopatik) 
Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari 
kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum 
kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka adalah : 
1) Hampir seluruh remaja delinkuen psikopatik ini berasal dan 
dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, 
diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun 
tidak konsisten, dan orangtuanya selalu menyia-nyiakan 
mereka, sehingga mereka tidak mempunyai kapasitas untuk 
menumbuhkan afeksi dan tidak mampu menjalin hubungan 
emosional yang akrab dan baik dengan orang lain. 
2) Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau 
melakukan pelanggaran. 
3) Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana 
hatinyayang kacau dan tidak dapat diduga. Mereka pada 
umumnya sangat agresif dan impulsif, biasanya mereka 
residivis yang berulang kali keluar masuk penjara, dan sulit 
sekali diperbaiki. 
4) Mereka selalu gagal dalam menyadari dan 
menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku, 
juga tidak peduli terhadap norma subkultur gangnya sendiri. 
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Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, 
sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. 
Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik 
sebagai berikut: tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, 
orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, selalu 
mempunyai konflik dengan norma sosial dan hukum. Mereka sangat 
egoistis, anti sosial dan selalu menentang apa dan siapapun. Sikapnya 
kasar, kurang ajar dan sadis terhadap siapapun tanpa sebab. 
d. Kenakalan defek moral (Delinkuensi defek moral) 
Defek (defect, defectus) artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, 
cacat, kurang. Delinkuensi defek moral mempunyai ciri-ciri, selalu 
melakukan tindakan anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat 
penyimpangan, namun ada disfungsi pada inteligensinya. 
Terdapat kelemahan pada dorongan instinktif yang primer, 
sehingga pembentukan super egonya sangat lemah.Impulsnya tetap pada 
taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan.Mereka merasa 
cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai 
agresivitas yang meledak.Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi 
penjahat yang sukar diperbaiki. Mereka adalah para residivis yang 
melakukan kejahatan karena didorong oleh naluri rendah, impuls dan 
kebiasaan primitif, di antara para penjahat residivis remaja, kurang lebih 
80 % mengalami kerusakan psikis, berupa disposisi dan perkembangan 
mental yang salah, jadi mereka menderita defek mental. Hanya kurang 




1. Pengertian Residivis. 
Recidive atau peluang tindak pidana terjadi dalam hal seseorang 
yang melakukan  suatu tindakan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan 
sesuai putusan hakim yang tepat (inkrachtvan gewijsde), kemudian 
melakukan suatu tindakan pidana lagi. Jadi dalam Recidive, sama halnya 
dengan Concursus Realis, seseorang melakukan lebih dari satu tindak 
pidana. Perbedaanya ialah bahwa pada recidive sudah ada putusan 
hakim yang berkekuatan tetap yang berupa pemindaan terhadap tindak 
pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya.Recidive nerupakan 
alasan untuk memperkuat pemidanaan. 
Menurut M.Marwan(2009-273) residivis adalah : 
Orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindakan 
pidana yang serupa. Penjahat kambuhan, orang yang dalam jangka 
waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana, tapi ia 
pernah dijatuhi pidana karena salah satu tindak pidana, seseorang 
yang telah melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman dan 
telah dijalani, kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap 
jenis kejahatan maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai 
dasar pemberat hukuman. 
 
Menurut Djallnus Syah dan Azimar Emong(1979:399), pengertian 
residivis adalah orang yang sudah dihukum akan tetapi masih saja 
melakukan kejahatan meskipun kejahatan yang dilakukan itu tidak serupa. 
Budiono (2007:416) menyatakan bahwa residivis adalah 
kecenderungan individu atau sekolompok orang untuk mengulangi 
perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan 
perbuatan itu. 
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Selanjutnya residivisme juga diartikan oleh Rudi Haryono 
(2005:215) sebagai orang yang telah menjalankan kejahatan kembali. 
Sedangkan residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu 
kejahatan yang sama. 
Wirjono Protjodikoro (2003:146:147) mengemukakan apabilah 
seseorang telah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan dan kemudian 
setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, 
maka kini ada seorang yang dinamakan residivis. 
Mustafa Abdulahdan Ruben Ahmad (1983:63) mengemukakan, 
dalam ilmu hukum pidana moderen dikenal recidive yang lain yakni : 
a. Pengulangan kebetulan atau terpaksa (accidentele recidive) 
b. Pengulangan berdasarkan kebiasaan (habituele recidive) 
Dalam hal accidentele recidive tidak diperlukan peraturan 
pemindaan yang khusus  (peraturan recidive), sudah cukup pemindaan 
peraturan biasa tanpa pemindaan sepertiga meskipun pidana pokok. 
Sebaliknya dalam hal habituele recidive karena si pembuat itu ternyata 
sudah membiasakan diri untuk melaksanakan peristiwa pidana. 
Selain dasar-dasar yang bersifat umum untuk menambah hukum 
menurut recidive yang dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, terdapat juga penambahan hukuman atas dasar recidive seperti 
pada Pasal 173 (2), Pasal 216 (3), Pasal 489 (2), Pasal 532 (2), (3),dan 
(4), pada pasal-pasal itu tenggang waktu yang lebih singkat dari yang 
tetapkan dalam pasal 486,487, dan 488 tesebut diatas dari cara-cara 
tindakan (operasional). 
22 
2. Jenis-jenis Residivis. 
Ada beberapa jenis residivis apabila ditinjau dari sudut penempatan 
ketentuan pidana untuk pengulangan (residivisme), dapat diperbedakan 
antara:  
a. Ketentuan umum mengenai pengulangan, biasanya 
ditempatkan di dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),  
b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di 
suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu buku (di KUHP 
pada buku ke II) Atau di suatu pasal dari suatu bab tindak 
pidana.  
c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia 
hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk 
beberapa pasal yang mendahuluinya (di KUHP pada buku ke 
III).  
Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka 
dapat diperbedakan antara:  
1. Pengulangan (residivis) umum, yaitu tidak dipersoalkan 
jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang telah dijatuhi 
pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang di 
ulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia 
dipidana 3 tahun dan telah menjalaninya. Setelah itu pada tahun 
1977 ia melakukan pencurian. Hal ini adalah merupakan 
pengulangan, dalam hal ini melakukan pengulangan tindak pidana. 
2. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu 
sama atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya:  
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a. Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh 
Presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain 
sebagainya;  
b. Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, 
perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain 
sebagainya;  
c. Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan, dan 
lain sebagainya;  
d. Kejahatan terhadap kesusilaan: pemerkosaan, perzinahan dan 
lain sebagainya;  
e. Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, 
penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.  
Perbedaan antara pengulangan dari perbarengan, terutama terletak 
pada: sudah ada atau tidaknya salah satu tindak pidana itu 
disidangkan/dijatuhi pidana oleh hakim. Dalam hal sudah ada, maka ia 
berbentuk pengulangan, sedangkan dalam hal belum ada kita bicara 
mengenai bangunan perbarengan. Selain dari pada itu, untuk residiv tidak 
ada persoalan mengenai tindakan tunggal yang menyebabkan 
dilanggarnya dua ketentuan pidana. (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 
2002:410) 
3. Faktor Penyebab Residivis. 
Faktor pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivisme) 
walaupun pernah menjadi narapidana atau tahanan di Lembaga 
Permasyarakatan, hal ini disebabkan pola pembinaan yang ada di 
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Lembaga Permasyarakatan tersebut tidak membawa kesan yang posotif 
bagi pelaku tindak kejahatan tersebut. Adanya faktor pengulangan tindak 
kejahatan yang sama (residivisme) yaitu: 
a. Adanya sikap ketidak mautahuan anggota keluarga dari 
narapidana atau tahanan, karena adanya pemikiran dari 
anggota keluarga para narapidana atau tahanan tersebut yang 
menganggap tindakan narapidana atau tahanan tersebut 
sebagai orang buangan atau sampah masyarakat. 
b. Sangat diharapkan adanya partisipasi atau peran aktif dari 
masyarakat untuk menerima kembali bekas narapidana ke 
masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya, karena masih 
adanya pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa para 
narapidana tersebut merupakan sampah dari masyarakat, jadi 
harus dijauhi dan dikucilkan atau diasingkan. 
c. Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan instansi tertentu 
baik yang terkait secara langsung, karena masih adanya 
diantara instansi-instansi pemerintahan ataupun pihak swasta 
yang masih kurang bersedia menerima para narapidana 
tersebut untuk bekerja dalam rangka menambah bekal 
dikemudian hari setelah para narapidana tersebut dibebaskan. 
4. Sistem Pemberatan Pidana Pada Residivis. 
Terkait mengenai pemberatannya, dalam buku I Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai ketentuan 
umum, masalah residivis tidaklah diatur secara spesifik dalam pasal 
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maupun bab tersendiri khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang 
berjudul “ Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan 
Dengan Berbagi BAB”.  
(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-
residivis, di Akses Pada Tangaal 19 Desember 2014, Pukul 00.40 WITA.) 
Pasal 486: 
“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat 
pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 
365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua 
sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, 
Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 
400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 
481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang 
dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 
368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat 
pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah 
ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak 
menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu 
kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 
145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau 
sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan 
(kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, 
kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.” 
 
Pasal 487: 
“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat 
pertama,131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 
460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang 
dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, 
Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat 
ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan 
kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk 
seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan 
kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang 
dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat 
kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang 
dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan 
luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 
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KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali 
telah dihapuskan, atau jika padawaktu melakukan kejahatan, 
kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.” 
 
Pasal 488: 
“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 
310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang 
bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, 
sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara 
yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan 
diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya 
sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, 
kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.” 
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 486, 487, 
488.) 
 
Dari ketentuan pasal-pasal yang telah disebut diatas, maka untuk 
pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan 
sepertiga  dari  ancaman  pidana  maksimal  dari  tindak  pidana  yang 
dilakukannya. 
 
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan. 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral. Norma hukum pada umumnya dirumuskan 
dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan oleh aparat 
pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan.Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang memdambakan 
kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 
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Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnangeis (Arif Gosita, 2004:2) upaya penanggulangan 
kejahatan dapat ditempuh dengan cara: 
a) Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimalkan yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun 
petusannya. 
b) Preventif Without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada 
pelaku kejahatan,  maka secara tidak langsung memberikan 
prevensi (pencegahan) kepada public walaupun ia tidak 
dikenalkan hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.  
c) Influencing views of society on crime an punishment (mass 
media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pandangan lewat mass media). 
Contohnya : mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.Batasan tentang pencegahan 
kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang 
mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup 
kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun 
melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang 
potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit.Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
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sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 
Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam 
mananggulangi kejahatan meliputi (Arief Gosita, 2004:4), ketimpangan 
sosial, deskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, 
penanggulangan dan kebodohan diantara golongan besar penduduk, 
bahwa upaya penghapusan sebab dan kondisi menimbulkan kejahatan 
harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggungjawab atas usaha 
pencegahan adalah polisi.Namun karena terbatasnya sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mangakibatkan tidak efektifnya 
tugas mereka.Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap 
ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha 
pencegahan kejahatan.Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam 





Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
ang diperlukan.Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional. 
A. Lokasi Penelitian 
 Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka 
penulis melakukan penelitian di kota Makassar. Pengumpulan data dan 
informasi dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Klas I Makassar dan 
POLRESTABES Makassar.Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian 
karena sesuai dengan objek penelitian. 
 
B.  Jenis dan sumber data 
 Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini 
diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke 
dalam 2 jenis data, yaitu : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi  
penelitian lapangan. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data sebagimana yang diharapkan, 
maka penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu: 
1. Teknik Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan untuk memperoleh 
data dan informasi yang diperlukan. Terhadap remaja yang 
merupakan residivis serta pihak-pihak lain yang relevan dengan 
penelitian.  
2. Teknik studi dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis 
berupa dokumen resmi peraturan perundang-undangan, media 
cetak, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian. 
 
D. Tehnik Analisis Data 
 Data yang diperoleh penulis dituangkan dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif.Dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara 
keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang 
berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang 





A. Faktor-faktor Penyebab Remaja Sebagai Residivis di Kota 
Makassar 
Kejahatan yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh remaja 
harus diwaspadai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang 
mengakibatkan banyak pengangguran karena penyediaan lapangan kerja 
yang disediakan oleh pemerintah masih minim dan kebutuhan ekonomi 
makin bertambah setiap waktu.tidak hanya itu faktor terjadinya kejahatan 
juga merupakan kondisi sosial yang tidak baik dalam suatu masyarakat 
khususnya lingkungan tempat dimana seseorang bersosialisasi langsung 
khususnya tempat seorang remaja mengenal dunia luar. 
Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini 
adalah remaja sebagai residivis.Tindakan penyimpangan yang dilakukan 
oleh anak-anak remaja merupakan penyakit masyarakat yang perlu 
dicarikan obat untuk penyembuhannya. Kartini Kartono menjelaskan 
bahwa penyakit masyarakat adalah semua bentuk tingkah laku yang tidak 
dianggap sesuai, norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau 
tidak bisa diintegrasikan dengan pola tingkah laku umum (Kartono 
2010:4). 
Berikut ini adalah jenis-jenis kenakalan yang penulis himpun dari 
catatan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (selanjutnya disebut 
POLRESTABES Makassar) yaitu: 
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1. Kenakalan yang tergolong kejahatan ringan atau pelanggaran 
norma-norma sosial, antara lain : 
a. Membaca buku-buku porno, mengedarkan gambar-gambar 
porno, dan menonton film porno. 
b. Pesta-pesta semalam suntuk tanpa dikontrol dan acara-acara 
yang tidak sesuai dengan adat kesopanan. 
c. Berkeliaran di malam hari. 
d. Kebut-kebut di jalan umum (balap liar). 
e. Pergi tidak pamit atau tanpa seizin orang tua. 
f. Menentang guru. 
g. Berbohong. 
h. Tidak sopan terhadap orang tua, wali, atau orang lain. 
i. Minggat dari rumah. 
j. Mencoret-coret di sembarang tempat. 
2. Kenakalan remaja yang tergolong diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan, antara lain :  
a. Membawa senjata tajam / api tanpa izin.  
b. Perkelahian.  
c. Pengeroyokan.  
d. Perampokan.  
e. Pencurian.  
f. Penganiayaan.  
g. Pemerasan.  
h. Penipuan.  
i. Pembunuhan.  
j. Pemerkosaan.  
k. Pengancaman.  
l. Perjudian.  
m. Narkotika dan obat-obatan terlarang.  
n. Pelanggaran lalu lintas.  
o. Kecelakaan lalu lintas.  
p. Meminum minuman keras. 
 
Dari data di atas, terlihat bahwa jenis kenakalan remaja sudah 
semakin kompleks dan semakin menjurus kepada tindakan agresif, 
sehingga memaksa kita untuk secara tanggap memikirkan teknik dan 
pola-pola penanggulangannya. 
Untuk mengetahui tingkat perkembangan kejahatan khususnya 
kenakalan remaja di Kota Makassar, maka berikut ini penulis menganalisis 
data dari Polrestabes Makassar selama kurang waktu tiga tahun terakhir 
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ini yakni dari tahun 2012 sampai 2014. Untuk itu peneliti memaparkan 
dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
 
Tabel 1 
Data jumlah Remaja yang Melakukan Tindak Pidana dan Jenis Tindak 







2012 2013 2014 
1.  Pencurian 48 42 72 162 
2.  Narkotika 33 45 42 120 
3.  Perkelahian 39 51 63 153 
4.  Pengeroyokan 51 69 42 162 








1 3 6 10 
8.  pemerkosaan 11 23 21 55 
 Total 219 280 305 804 
Sumber : Polrestabes Makassar pada tanggal 2 Maret 2015. 
Dari hasil uraian tabel 1 di atas membuktikan bahwa remaja yang 
melakukan kenakalan yang menjurus ke perbuatan kriminal tidak sedikit, 
Hal ini disebabkan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang 
dilakukan, karena perbuatan tersebut melanggar hukum untuk menjerat 
pelaku kenakalan. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian terhadap remaja sebagai residivis pada tahun 2012 – 2014. 
Tetap sebelum penulis memberikan data tentang anak sebagai residivis, 
penulis akan memberikan data jumlah tahanan remaja atau NaPi 
(narapidana) anak yang berada di LAPAS Kelas 1 A Makassar yang di 
ambil dalam buku catatan LAPAS Kelas 1 A Makassar yang diperoleh 




Jumlah Tahanan Remaja/Narapidana Remaja di LAPAS Kelas 1 A 







2012 2013 2014 
1.  Pencurian 21 17 29 67 
2.  Penadahan 10 15 22 47 




- 2 1 3 
5.  Penganiayaan 8 10 6 24 
6.  Pemerkosaan 16 17 20 49 
 Total 73 75 97 245 
Sumber : Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 A Makassar pada tanggal 
23 Maret 2015. 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tahanan/narapidana 
remaja di LAPAS Kels 1 A Makassar mengalami peningkatan tiap 
tahunnya yaitu pada tahun 2012 tercatat ada 73 orang remaja, ditahun 
2013 tercatat 75 remaja dan ditahun 2014 tercatat ada 97 orang remaja 
yang di tahan atau menjadi narapidana di LAPAS Kelas 1 A Makassar. 
Sehingga jumlah tahanan atau narapidana remaja yang tercatat pada 
tahun 2012-2014 di LAPAS Kelas 1 A Makassar berjumlah 245 orang 
remaja. 
Berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan oleh remaja yang 
telah melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) yang diperoleh 
dari hasil penelitian yang dilakukan di LAPAS Kelas 1 A Makassar pada 






Jumlah Remaja yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) 







2012 2013 2014 
1.  Pencurian 6 3 9 18 
2.  Penadahan 4 9 8 21 




- - - - 
5.  Penganiayaan 5 9 8 22 
6.  Pemerkosaan 1 1 - 2 
 Total 22 25 36 83 
Sumber : Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 A Makassar pada tanggal 
23 Maret 2015. 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tahanan/narapidana 
residivis pada remaja di LAPAS Kels 1 A Makassar juga mengalami 
peningkatan tiap tahunnya yaitu pada tahun 2012 tercatat ada 22 orang 
remaja, ditahun 2013 tercatat 25 remaja  dan ditahun 2014 tercatat ada 36 
orang remaja yang di tahan atau menjadi narapidana di LAPAS Kelas 1 A 
Makassar. Sehingga jumlah tahanan atau narapidana remaja yang 
melakukan pengulangan kejahatan pada tahun 2012-2014 di LAPAS 
Kelas 1 A Makassar berjumlah 83 orang remaja. 
Semakin bertambah usia remaja kecenderungan untuk mengulangi 
kejahatan pada waktu usia remaja memasuki masa dewasa akan 
berkurang, hal ini disebabkan karena remaja sudah memikirkan dampak 
yang akan terjadi terhadap orang lain dan dirinya. Untuk mengetahui 
faktor apa saja yang menyebabkan remaja mengulangi melakukan 
kejahatan (Residivis) setelah mendapatkan pembinaan di lapas maka 
penulis menggunakan metode wawancara terbuka oleh beberapa remaja 
yang telah beberapa kali mengulangi melakukan kejahatan (Residivis) dan 
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salah seorang Pembina remaja yang ada di LAPAS dan KABID 
Pembinaan LAPAS Kelas 1 A Makassar. 
Berikut ini adalah hasil wawancara langsung terhadap responden 
yang telah dipilih secara khusus oleh penulis berdasarkan kapasitasnya 
untuk mendapatkan informasi yang akurat guna untuk menyelesaikan 
penelitian ini. 
Tabel 4 
Pendapat Responden Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya 
Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh remaja (Residivis) 
 
No. Faktor Penyebab Frekuensi/Narasumber Presentase 
1.  Kurangnya kasih sayang 
dan pengawasan dari orang 
tua 
3 9,4% 
2.  Lingkungan pergaulan  8 25% 
3.  Peran dari Perkembangan 
Iptek (informasi dan 
teknologi) yang berdampak 
negatif  
3 9,4% 
4.  Mengalami kekerasan dalam 
lingkungan keluarga  
2 6,2% 
5.  Pendidikan 5 15,6% 
6.  Masalah ekonomi  11 34,4% 
Jumlah 32 100% 
Sumber : Data hasil olahan wawancara responden yang dilakukan pada 
tanggal 24 Maret 2015 di LAPAS Kelas 1 A Makassar. 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 6 faktor 
yang menyebabkan terjadinya pengulangan (residiv) yang dilakukan oleh 
remaja. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor kurangnya kasih sayang dan 
pengawasan orang tua adalah 9,4 %, faktor lingkungan pergaulan 25 %, 
faktor peran dan perkembangan iptek (informasi dan teknologi) yang 
berdampak negatif 9,4 %, faktor mengalami kekerasan dalam lingkungan 
keluarga 6,2%, faktor pendidikan 15,6 % dan faktor ekonomi 34,4%. 
Berdasarkan dari data di atas maka faktor yang paling utama yang 
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menyebabkan remaja mengulangi kejahatannya (residivis) adalah faktor 
ekonomi.Berikut adalah hasil wawancara terhadap responden dimana 
responden yang diwawancarai berdasarkan jenis kejahatan dan faktor 
penyebab dilakukannya pengulangan. 
Berikut adalah hasil wawancara terhadap beberapa remaja sebagai 
residivis yang dilakukan tanggal 24 Maret 2015: 
1. Fahrul umur 16 Tahun, Laki-Laki, jenis kejahatan yang dilakukan 
pertama adalah perkelahian dan mengulangi perbuatan kejahatan 
peganiayaan bersama rekan-rekannya. Dia mengakui melakukan 
kejahatan tersebut dikarenakan faktor lingkungan dan kurangnya 
perhatian dari kedua orang tua. 
2. Opik umur 17 tahun, Laki-laki, jenis kejahatan yang dilakukan yang 
pertama pencurian (Pasal 362 KUHP) dan mengulangi kejahatan 
pencurian (Pasal 362 KUHP). Opik mengatakan, ia melakukan 
kejahatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan juga faktor 
lingkungan. 
3. Andri umur 16 tahun, Laki-laki, jenis kejahatan yang pertama 
dilakukan adalah perkelahian dan mengulangi kejahatan 
pemerkosaan (pasal 285 KUHP). Berdasarkan keterangan Andri, 
Dia melakukan tindak pidana tersebut karena faktor lingkungan 
tempat dia berinteraksi karena teman-teman sepergaulannya anak 
nakal dan faktor kurangnya pendidikan. 
Adapun wawancara denganPegawai Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas I Makassar pada tanggal  24 Maret 2015 menyebutkan bahwa pada 
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dasarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana  
yang dilakukan oleh remajasebagai residivis adalah: 
1. Kurangnya Kasih Sayang dan Pengawasan Orang Tua.  
Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan 
remaja.Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian 
orangtua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang 
efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat menjadi pemicu timbulnya 
kenakalan remaja apalagi hingga melakukan kejahatan.Penelitian 
menunjukkan bahwa pengawasan orangtua yang tidak memadai terhadap 
keberadaan remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak 
sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam menentukan 
munculnya kenakalan remaja. Perselisihan dalam keluarga atau stress 
yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan hingga 
kejahatan. Faktor genetik juga termasuk pemicu timbulnya kejahatan yang 
dilakukan oleh remaja, meskipun persentasenya tidak begitu besar. 
2. Lingkungan Pergaulan 
faktor lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap 
kenakalan remaja. Lingkungan yang buruk dan terdapat banyak 
pengangguran, rawan dalam hal kejahatan, merupakan salah satu faktor 
pendukung lahirnya bentuk kenakalan remaja yang tinggal dalam 
lingkungan yang sama. Tindak kejahatan/pelanggaran yang menonjol 
sebagai akibat dari pergaulan lingkungan yang kurang aman yang sering 
terjadi pembunuhan, penganiayaan, pencurian, mabuk-mabukan dan 
pengedar narkotika. 
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Informasi yang penulis peroleh juga menunjukkan bahwa umumnya 
pelaku kenakalan bergaul dalam lingkungan atau memasuki kelompok 
orang-orang yang sering melakukan perbutan-perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum, namun ada juga yang bergaul dengan 
mereka yang berstatus pelajar. 
Mereka yang bergaul secara kelompok ada kecenderungan untuk 
berbuat jahat secara bersama-sama.Kecenderungan ini merupakan 
dampak dari rasa kemanusiaan, solidaritas antara teman, pergaulan 
secara kelompok, seorang remaja yang melakukan kejahatan tidak 
terlepas dari rasa gengsi dan harga diri serta ingin menunjukkan kepada 
kelompoknya bahwa remaja tersebut juga dapat berbuat sesuatu.Dengan 
demikian, merupakan suatu hal yang berkorelasi antara lingkungan yang 
buruk terhadap lahirnya anak-anak remaja yang berperilaku jahat. 
3. Peran dari Perkembangan Iptek (informasi dan teknologi) yang 
berdampak negatif. 
Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan para 
remaja yang memiliki mental lemah untuk menerima perubahan baru. 
Media massa seperti film dan buku bacaan yang menggambarkan siswa 
yang membolos, tawuran, melakukan kejahatan, kelicikan, perampok, 
pencuri, cerita-cerita porno memberikan kesempatan kepada anak untuk 
mengungkapkan rasa hati yang terpendam. Disamping pengaruh 
rangsangan untuk mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari akhirnya 
secara tidak disadari mereka telah meniru apa yang terdapat dalam film 
maupun dalam bacaan-bacaan tersebut. 
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4. Kekerasan dalam lingkungan keluarga.  
Kekerasan dalam keluarga menunjukkan kecenderungan 
meningkat. Secara kualitas kekerasan dalam keluarga menunjukan 
peningkatan yang mengkhawatirkan, tidak jarang kekerasan di dalam 
keluarga menyebabkan korban jiwa.Tindak kekerasan dapat terjadi 
dimana saja, di tempat umum ataupun lingkungan tertentu.Kekerasan 
terhadap keluarga dapat bermacam-macam bentuknya mulai dari 
serangan fisik, seperti penyiksaan maupun serangan secara mental 
seperti penghinaan atau pelecehan. 
5. Pendidikan 
Mereka yang berusia 13-18 tahun sudah melampaui masa kanak-
kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan 
dewasa.Ia berada pada masa transisi. Kurangnya pendidikan akan 
berdampak pada anak tersebut, termasuk pada kenakalan remaja. 
Tindakan-tindakan indisipliner di sekolah, di rumah, dan di tempat-tempat 
umum, misalnya sering tidak masuk sekolah, tidak patuh kepada orang 
tua, melakukan tindakan coret-coret atau perusakan di tempat-tempat 
umum. 
6. Ekonomi 
Pada dasarnya kondisi ekonomi memiliki hubungan erat dengan 
timbulnya kejahatan.Adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan 
bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi 
jiwa manusia dalam hidupnya termasuk anak-anak remaja. Anak dari 
keluarga miskin ada yang memiliki perasaan rendah diri sehingga anak 
tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain. 
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Seperti pencurian, penipuan dan penggelapan.Biasanya hasil yang 
diperoleh di pergunakan hanya untuk berfoya-foya. 
Faktor lain yang sering menjadi masalah di masyarakat global saat 
ini adalah di mana kebutuhan semakin meningkat sementara kemampuan 
untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mencukupi. Ketidakseimbangan 
inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan 
agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan hidup.Alternatif pekerjaan yang dilakukan ada yang 
bersifat positif dan negatif. Yang bersifat positif jelas tidak akan melanggar 
peraturan (hukum), lain dengan alternatif pekerjaan yang dilakukan 
bersifat negatif, pekerjaan yang dilakukan cenderung melawan hukum. 
Keadaan ekonomi sering dijadikan alat oleh para pelaku kejahatan, 
karena himpitan ekonomi, maka pelaku kejahatan tersebut terpaksa 
melakukan kejahatan. Alasan tersebut sering di pergunakan karena dapat 
meringankan hukuman yang akan dijatuhkan padanya. 
 
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Untuk Mencegah 
Remaja Menjadi Seorang Residivis 
Upaya pencegahan dan penanggulangan masalah pengulangan 
kriminalitas punya hubungan erat dan harus senantiasa dilakukan kerja 
sama untuk mencapai tujuan, karena pengulangan kejahatan oleh remaja 
banyak dipengaruhi dari luar dirinya yaitu lingkungan keluarga, 
masyarakat dan sekolah. Peran orang tua atau keluarga, sekolah dan 
masyarakat sangat diharapkan dalam rangka membantu para remaja 
untuk mengontrol dan mengelola emosinya kepada penyaluran yang 
positif. 
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Berdasarkan wawancara terbuka yang dilakukan pada tanggal 9 
Maret  2015 kepada salah seorang anggota kepolisian bagian kriminal 
bernama Bapak Aminuddin Akbar, mengatakan bahwa Upaya yang 
dilakukan oleh pihak POLRESTABES Makassar, yaitu: 
1. Upaya Pre-Emtif 
Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya 
pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi 
dua yaitu: 
a. Moralistik, Dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang 
bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain. 
b. Abolisionistik, Adalah dengan cara penanggulangan bersifat 
konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian 
kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor 
yang berhubungan. 
Pola penanggulangan secara Pre-Emtif ini dapat seperti 
penanganan setiap gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban 
masyarakat), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih 
dahulu sebelum terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa 
kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor 
penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga 
tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan 
terciptanya kondisi perilaku.Kegiatan ini pada dasarnya berupa 
pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan 
kegiatan positif terutama bagi anak dengan kegiatan-kegiatan yang 
bersifat positif dan kreatif. 
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2. Upaya Represif. 
Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan 
yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum 
yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.Dalam rangka bekerjanya 
sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan 
ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi 
dalam penanggulangan kriminalitas. 
Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah 
diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat 
langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku: 
a) Pencegahan yang bersifat langsung 
Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan 
dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara 
lain : 
1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial 
yangmempengaruhi terjadinya kriminalitas 
2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan 
kriminalitas 
3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan 
berdasarkan beberapa pertimbangan. 
b) Pencegahan yang bersifat tidak langsung 
Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya 
kriminalitas antara lain meliputi: 
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1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu 
kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman 
2) Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang 
memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya 
3) Penimbulan kesan akan adanya pengawasan  
c) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan 
1) Perbaikan sitem pengawasan 
2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, 
misal, pemberian kesempatan mencari nafka secara wajar untuk 
dapat memenuhi keperluan hidup 
d) Pencegahan melalui perbaikan perilaku 
1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku 
criminal 
2) Pengikut sertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas. 
Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu 
diatas telah menyebutkan bahwa masalah kejahatan adalah salah satu 
masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius 
dari waktu kewaktu. 
3. Upaya Preventif (Pencegahan) 
a. Upaya Preventif Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian. 
Dengan luas dan letak geografis yang strategis, Indonesia memiliki 
banyak titik yang dapat menjadi celah bagi para pelaku kejahatan. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aminuddin Akbar ( 
Polrestabes Makassar bagian kriminal), beliau mengatakan bahwa upaya-
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upaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan yang telah dilakukan 
antara lain : 
1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan 
sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat 
lanjutan. 
2) Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk 
orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya 
kejahatan yang dilakukan oleh anak. 
3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan 
pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat 
untuk menjaga anak-anak mereka yang masih kecil agar tidak 
melakukan kejahatan. 
b. Upaya Preventif Yang dilakukan oleh Keluarga dan Masyarakat 
Mengingat bahwa keluarga merupakan tempat pembentukan 
pribadi diri seseorang dan merupakan tempat pendidikan yang peretama 
dan utama bagi seseorang sebelum memasuki lingkungan pergaulan 
dalam masyarakat. 
Untuk mencegah kemungkinan buruk yang tidak diinginkan, dapat 
dilakukan beberapa cara yaitu: 
1) Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan 
anak dalam lingkungan masyrakat. 
2) Orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, 
pendidikan budi pekerti, dan disiplin, secara baik dan tepat 
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menurut tingkat perkembangan umur serta perkembangan yang 
terjadi di dalam masyarakat 
3) Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya, untuk itu 
orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap orang tua 
harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa 
aman dalam keluarga. 
4) Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan 
masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan. 
5) Kesadaran dari masyarakat agar melaporkan hal-hal yang 
mencurigakan di lingkungan sekitarnya. 
 
4. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Oleh LAPAS 
Dalam kasus pidana yang telah diputus pengadilan, para pelaku 
kejahatan menjalani masa pidananya mereka ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan dan selama itu pula diadakan pembinaan-pembinaan. 
Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah 
pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan.Fungsi 
dan tugas pembinaan lembaga pemasyarakatan dilaksanakan secara 
terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah menjalani hukuman dapat 
menjadi warga masyarakat yang baik.Masyarakat diharapkan dapat 
menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung 
ketertiban dan keamanan. Usaha pembinaan terpidana dimulai sejak hari 
pertama ia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan 
saat ia dilepas. 
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Usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi tiap 
terpidana sesuai dengan cepat atau lambatnya kemajuan sikap atau 
tingkah laku terpidana.Secara berkala perkembangannya diteliti oleh 
suatu bidang pembinaan dan pemasyarakatan yang menentukan rencana 
pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang 
sesuai. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar melakukan 
pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan 
narapidana yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad 
Lamu  (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana / Anak Didik Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar) menjelaskan bahwa upaya 
penanggulangan khusus untuk residivis dilakukan pembinaan sesuai 
dengan faktor penyebab yang terjadi dilapangan, tetapi adapun jenis 
pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan  Kelas I 
Makassar secara umum, yaitu: 
a. Pembinaan Kemandirian 
Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang paling 
diutamakan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
terhadap narapidana. Dasar pertimbangannya bahwa apabila jiwa 
kemandirian narapidana telah dibina dengan baik, maka pembinaan-
pembinaan lanjutan akan lebih muda dilakukan dan akan lebih diterima 
oleh narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian meliputi: 
1) Pendidikan Agama 
Usaha ini diperlukan untuk meneguhkan iman para narapidana 
terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang 
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mereka lakukan.Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini 
pihak Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kejasama 
dengan Departemen Agama.Adapun kegiatan pelaksanaan 
jumat ibadah yang dilakukan setiap hari jumat pagi sebelum 
shalat jumat, dimana pihak Lembaga Pemasyarakatan 
bekerjasama dengan Pemda Kota Makassar.Selain itu 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar juga mengadakan 
program buta aksara Al Qur’an menggunakan metode iqra yang 
diharapkan sebelum narapidana bebas mereka dapat 
membaca Al Qur’an.Bagi narapinada yang beragama non Islam 
diadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan ajaran 
agama yang dianutnya.Di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
juga di bangun sarana untuk beribadah bagi narapidana. 
2) Pendidikan Umum 
Upaya ini meliputi pembinaan kesadaran berbangsa dan 
bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi 
warga negara yang baik dan berbakti bagi Bangsa dan 
Negara.Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan 
mengingat banyaknya narapidana yang berpendidikan 
rendah.Oleh karena itu pihak Lembaga Pemasyarakatan 
memberikan bekal berupa pendidikan yang diharapkan dapat 
berguna untuk narapidana. 
3) Pembinaan Jasmani 
Pembinaan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
direalisasikan dengan diadakannya kegiatan olah raga, 
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kesenian, dan kegiatan kerja bakti di dalam lingkungan 
lembaga.Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan 
narapidana.Khusus kegiatan olah raga dan kesenian 
penyelenggaraan dilaksanakan oleh narapidana terutama pada 
saat menjelang hari-hari nasional. 
b. Pembinaan Keterampilan 
Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat 
masing-masing narapidana, disamping memperhatikan keterbatasan dana 
yang tersedia. Jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana 
antara lain kerajinan tangan, berupa bingkai foto, asbak, pembuatan 
lemari, dan lain-lain. Hasil karya narapidana lalu dijual bekerjasama 







Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang residivis 
remaja di Kota Makassar dari tahun 20012 sampai dengan tahun 2014. 
Maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan (residivis) 
adalah karena faktor ekonomi, faktor kurangnya kasih saying 
dan pengawasan orang tua,  faktor lingkungan sosial dan 
kurangnya pemahaman dan penghayatan serta pengamalan 
nilai-nilai keagamaan dan faktor kesadaran hukum. 
2. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh 
pemerintah dapat berupa upaya upaya Pre-Emtif,  upaya 
Preventif (Pencegahan), upaya Represif dan upaya Pembinaan 
yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, 
dan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, 
selain itu pihak kepolisian memberikan pemahaman kepada 
masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menanggulangi 
masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya 
lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 
 
B. Saran 
Sehubungan dengan kesimpulan yang disebutkan di atas maka 
beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut yaitu : 
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1. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, 
terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam 
landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-
undangan, melainkan penegakan yang diwujudkan dalam 
praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah 
pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya 
dalam mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan 
oleh remaja sehingga remaja tidak melakukan kejahatan yang 
berdampak pada dirinya sendiri. 
2. Peran para aparat pemerintah dan aparat penegak hukum 
harus lebih ditingkatkan lagi terutama bagi mereka yang 
bertugas langsung dilapangan dalam hal ini memberantas dan 
mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak pada 
umumnya, dan  memberikan penyuluhan dan melakukan 
pengawasan agar tidak mudah terbujuk atau terpengaruh 
dengan bujuk orang untuk melakukan suatu kejahatan. Adapun 
Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan harus ditingkatkan agar 
tidak terjadi lagi pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh 
remaja. Pembinaan disini seharusnya berfokus pada faktor 
penyebab yang terjadi di lapangan sehingga meminimalisir 




Abdussalam. 2007. Kriminologi. Restu Agung: Jakarta. 
Alam, A, S, dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar kriminologi. Pustaka Refleksi 
Books: Makassar. 
Arif, Gosita. 2004. Masalah Korban Kejahatan. Universitas Trisakti: 
Jakarta. 
Budiono.2007. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.Karya Agung: 
Surabaya. 
Djalius, Syah dan Azimar Emong.1979.Kamus Lengkap Internasional 
Populer.Lembaga Bahasa dan Penerbitan Universitas Darul 
Muslimin: Jakarta. 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. “Asas-Asas Hukum Pidana di 
Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika: Jakarta. 
Gunarsa, D, Singgih. dan Yulia D. Gunarsa. 2004. Psikologi Praktis 
Remaja Remaja dan Keluarga.Cetakan ke-8. PT BPK Gunung 
Mulia: Jakarta. 
Kartini kartono. 2003. Kenakalan Remaja. PT Radja Grafindo Persada: 
Jakarta. 
___________2010.Patologi Sosial Kenakalan Remaja. Grafindo Persada: 
Jakarta. 
M Marwan. 2009. Kamus Hukum. Reality Publisher: Surabaya. 
Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan 
Konsep Diversi dan Restrorative Justice, RefikaAditama: 
medan 
Masry Fashadhin. 2013. Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai 
Residivis di Kota Makassar. Univeritas Hasanuddin: Makassar. 
Muhammad, Hafiluddin. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak 
Sebagai Residivis. universitas hasanuddin. 
Mustafa, Abdullah dan Ruben Ahmad. 1983. Intisari Hukum Pidana. 
Ghalia Indoneia: Jakarta 
Rudi, Haryono. 2005. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia. Lintas Media:. 
Jakarta 
53 
Sarwono, W, Sarlito. 2012. Psikologi Remaja. Cetakan ke-15. PT 
RajaGrafindo Persada: Jakarta. 
Sudarsono. 2004. Kenakalan Remaja. Cetakan ke-4. PT Rineka Cipta: : 
Jakarta. 
Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2012. Kriminologi. PT. RajaGrafindo 
Persada: Jakarta. 




Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan. 





residivis, di Akses Pada Tangaal 19 Desember 2014, Pukul 
00.40 WITA.)  
www.makassarterkini.com di akses tanggal 13 Januari 2015 
 
